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2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang
mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil
penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjdai landasan

dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam table 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama, Tahun,Judul | Variabel dan | Metode/ Hasil Penelitian Perbedaan dan
Penelitian indicator Analisa Persamaan

atau fokus Data dengan

penelitian penelitian

Terdahulu

Igsan, (2016) Mengetahui Metode Hasil penelitian Persamaan
Transparansi dan deskriptif menunjukan bahwa | dengan
Pemerintah Desa mendeskripsi | kualitatif penerapan prinsip penelitian
Dalam Penyusunan kan transparasi sudah terdahulu yakni
Anggaran Pendapatan | bagaimana terlaksana dengan sama-sama
dan Belanja Pemerintah baik. Hal ini dapat mengukur
Desa(APBDES) Di Desa dalam dilihat bagaimana transparasi
Desa Long Nah menerapkan pemerintah desa pemerintah desa
Kecamatan Muara penyusunan memenubhi dengan
Anclong Kabupaten Anggaran transparansi mulai menggunakan
Kutai Timur. Pendapatan dari menyediakan metode

dan Belanja pengumuman kualitatif.Perbed

Desa di Desa kebijakan anggaran | aanya terletak

Long Nah desa, menyediakan pada objek

Kecamatan dokumen anggaran lokasi.




Muara dan mudah diakses
Anclong oleh masyarakat,
Kabupaten menyediakan
Kutai Timur laporan pertanggung
jawaban yang tepat
waktu,
mengakomodir suara
atau usulan
masyarakat dan
menyediakan sistem
pemberian informasi
kepada masyarakat
desa.
Nama,Tahun,Judul | Variabel dan | Metode/ Hasil Penelitian Perbedaan dan
Penelitian indicator Analisa Persamaan
atau fokus Data dengan
penelitian penelitian
Terdahulu
Farida, (2015) Mengetahui Metode Transparasi dan Persamaan
Transparasi dan seberapa jauh | deskriptif akuntabilitas di Desa | dengan
Akuntabilitas penerapan kualitatif Sidogedungbatu penelitian
Pemerintah Desa prinsip- sudah baik. terdahulu yakni
Dalam Pengelolaan prinsip Pertanggungjawaban | sama-sama
Anggaran Pendapatan | transparasi ADD baik secara mengukur
Dan Belanja Desa dan teknis maupun transparasi dan

diDesa
Sidogedungbatu
Kecamatan
Sangkapura
Kabupaten Gresik

akuntabilitas
kepala desa
dalam
pengelolaan
APBDes di

administrasi sudah
baik, namun dalam
hal
pertanggungjawaban

administrasi

akuntabilitas
pemerintah desa
dengan
menggunakan

metode
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Desa keuangan kualitatif.Perbed
Sidogedungba kompetensi sumber | aanya terletak
tu Kecamatan daya manusia pada objek
Sangkapura pengelola lokasi.
Kabupaten merupakan kendala
Gresik utama,sehingga
masih memerlukan
pendampingan dari
aparat Pemerintah
Daerah guna
penyesuaian
perubahan aturan
setiap tahun.
Nama,Tahun,Judul | Variabel dan | Metode/ Hasil Penelitian Perbedaan dan
Penelitian indicator Analisa Persamaan
atau fokus Data dengan
penelitian penelitian
Terdahulu
Wahyu Nur Aini Mengetahui Metode Akuntabilitas ADD | Persamaan
(2015) dengan judul akuntabilitas | deskriptif pada kedua desa dengan
Analisis Akuntabilitas | dan kualitatif terhadap masyarakat | penelitian
dan Transparasi transparasi sudah dapat terdahulu yakni
Pengelolaan Alokasi | ADD desa terlaksana dengan sama-sama
Dana Desa diwilayah | Martopuro baik. Dari 9 mengukur
kecamatan Purwosari | dan desa indikator analisis transparasi dan
Kabupaten Pasuruan | sukodermo terkait akuntabilitas, | akuntabilitas
Tahun 2013-2014 tahun 2013- rata-rata desa telah pemerintah desa
2014 mencapai prosentase | dengan
indeks indicator menggunakan
anatar 76%-100% metode
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dapat disimpulkan
bahwa desa
Martopuro dan Desa
Sukodermo audah
akuntabel.Sedangkan
berdasarkan 4
indikator analisis
terkait Transparasi,
dari kedua desa
mencapai 51%-75%,
dapat disimpulkan
kedua desa cukup

transparan.

kualitatif.Perbed
aanya terletak
pada tahun
alokasi yang
dipakai
penelitian
terdahulu tahun
2013-2014,
sedangkan
peneliti
menggunakan
objek data pada
tahun 2017, dan
peneliti
terdahulu
menggunakan
dua desa,
sedangkan
penelitian saat
ini hanya
menggunakan

satu desa

2.2 Kajian Teoritis
2.2.1 Transparasi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan
yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses
informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
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tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses
atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat dapat diketahui
olenh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas

antara pemerintahan dengan rakyat.

Menurut Kiristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak
posotif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung
jawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terkadap para

pemenang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan (opennses)
pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi
terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang
relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan
tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada publik, proses penganggaran
yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan
fiskal , informasi , dan penjabarannya. Mardiasmo menyebutkan tujuan

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada msyarakat.
b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan

pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan

secara sungguh — sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif
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dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara
terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi

secara luas di dalamnya.

Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Repubik Indonesia
Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan
transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebabasan bagi setiap
orang untuk memperoleh kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta

hasil yang dicapai.

Sedangkan  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  Tahun
2005, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang — undangan.

Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat
terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan
organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan
sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku
kepentingan.Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar
dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya

transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu:

1. Mencegah korupsi
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2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.

3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih
mampu mengukur Kinerja pemerintah.

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk
memutuskan kebijakan tertentu.

5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah
akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungi-fungsi
pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat
memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak
bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap
mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi
instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi
(Bawias, 2015).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good
governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan
dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual

dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk

1. membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan
(realisasi v.s

2. anggaran),

3. menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran,
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4. menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang
terkait,

5. mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara
manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak
lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses
pengambilan  keputusan dan implementasi kebijakan publik.  Sebab,
penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki
pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen
masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat
bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bias dipahami
publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang
korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses

pengambilan keputusan oleh masyarakat luas (Pohan, 2000:2-3)

Pada implementasi di pemerintah daerah seringkali terjebak dalam “paradigm
produksi” dalam hal penyebarluasan informasi ini seakan akan transparansi sudah
dilaksanakan dengan mencetak pamflet suatu program dan menyebarluaskannya
ke setiap kantor kepala desa, atau memasang iklan disurat kabar yang tidak dibaca
oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pola pikir ini perlu berubah menjadi
“paradigma pemasaran”, yaitu bagaimana masyarakat menerima informasi dan

memahaminya.

Dwiyanto (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi
tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam
memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian
tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan

kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.
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2.2.1.1 Indikator Transparansi

Menurut Andrianto (2007:21) yang menjabarkan dari IDASA, bahwa

indikator transparansi terdiri dari:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum

a.
b.

Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparasi.
Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas
tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari
manajemen fiskal.

Adanya basis legal untuk pajak

Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan
memungut pajak dari pemerintah daerah.

Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-
masing tingkatan pemerintahan.

2. Adanya akses masyarakat terhadap transparasi anggaran

a.

e.

Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses
pengganggaran).

Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.

Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang tealh diaudit oleh
lembaga yang berwenang)

Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa
indikasi fiskal.

Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.

3. Adanya audit yang independen dan efektif

a.
b.
C.

Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus

4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran

a.
b.

Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam
proses penganggaran

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah

harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :
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Tabel 2.2
Indikator Transparansi

No. | Indikator

1. Kegiatan pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai
kegiatan yang sedang dijalankan.

2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.

3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan

paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka Transparansi dan Akuntabilitas public dibangun paling tidak

diatas lima komponen (Mardiasmo 2009) yaitu : Laporan keuangan daerah

dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang

dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
ADD diinfromasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media

informasi lainnya.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungawaban realisasi pelaksanaan

ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
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Kerangka Transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas
lima kompenen (Mardiasmo:2009) yaitu:

1. Sistem Perencanaan Strategik

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk
memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi
mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran
tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi. Manfaat
dari rencana strategis antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan,
sasaran dan prioritas suatu organisasi, menyediakan dasar alokasi
sumberdaya dan perencanaan operasioanl, menentukan ukuran untuk

mengawasi hasil, dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
2. Sistem pengukuran kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisai untuk mencapai hasil
tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis
organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran
kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja.
Penilaian ini membandingkan Kkinerja aktual selama review tertentu
dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut,
terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang

diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.
3. Sistem Pelaporan Keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu
bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program
dan informasi kauangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan
indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan

pencapaian tujuan utama organisasi.
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4.

5.

2.2.2

Saluran Akuntabilitas Publik

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang
melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk

mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.
Auditing Sektor Publik

Dimana organisaisi memonitor  Kinerjanya dan  mengevaluasi
kemampuannya mencapai tujuan Kinerja, ukuran pencapaian Kinerjanya
dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

Tinjauan Tentang Desa

. Definisi Desa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional
dan berada di dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas
bahwa undang-undang ini  memberikan dasar menuju  self
governingcommunity, yaitu komunitas yang mengatur dan mengiris
kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.
(Widjaja,2005:84)

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang

tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menguruurusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa
dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini : (1) Pemerintah desa
merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan,
pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa
merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung,
menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam
penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3)
Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan
kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa
dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk
mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam
bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka
menumbuhkankembangkan partisipasi dan semangat gotong royong
warganya (Widjaja,2005:94).

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6
tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang
bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi
lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni
dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa
adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
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kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa guna proses pembangunan desa
berdasarkan asas (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan
pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e)
proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan

efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif.
2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah nasional yanga
penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah suatu
proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan
dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Lebih lanjut pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia
3. Keuangan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu Pasal 71 ayat
(1) menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Definisi
keuangan desa tersebut apabila dibandingkan dengan definisi keuangan

negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara
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gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti
menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1
angka 1, yakni Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan
ditetapkan dengan peraturan desa.Sedangkan menurut Sumpeno (2011:213)
APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan
berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan
belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang
bersangkutan.Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat
memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan
anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan.Anggaran desa dapat digunakan
secara seimbangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta
tata kelola yang baik (good governance).Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat
mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya.
Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan Desa
yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan
anggarannya, dengan demikian kegiatan Pemerintah Desa berupa pemberian
pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan

sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD.
Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan
pembangunan dipedesaan melalaui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah,

maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.
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Pada Modul APBDes Partisipatif, Membangun Tanggung-Gugat Tata

Pemerintahan Desa (2003), Prinsip-prinsip manajemen APBDes ini dijabarkan

sebagai berikut:

1.

Perencanaan APBDesa, Sebelum APBDesa dibahas maka harus
didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama,musyawarah
pembangunan di tingkat dusun untuk menyerap aspirasi dari masing-
masing RT/RW, musyawarah ini dipimpin oleh masing-masing kepala
dusun. Hasil-hasil dari penyerapan aspirasi ditingkat dusun dituangkan
dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Kedua,
musyawarah ditingkat desa dalam musyawarah ini aspirasi pembangunan
dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, di dalam

musyawah desa dibahas hal-hal sebagai berikut:

a. Musyawarah disetiap dusun.

b. Membahas usulan, program pembangunan yang diajukan oleh dusun.
c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan.

d. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes.

e. Pengajuanm RAPBDes untuk dibahas ke BPD

Pelaksanaan APBDesa, Adapun proses pelaksanaan APBDesa adalah
menjabarkan rancana-rencana pembangunan Yyang tercantum dalam
APBDesa untuk dilaksanakan sebaik baiknya. Pada pelaksanaan
pembangunan desa ini harus melalui tahap sosialisasi kepada masyarakat,
agar mengetahui bahwa akan diadakan pembangunan desa dan

berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Pengawasan APBDesa, Pengawasan adalah proses pengarahan dan menilai
suatu pelaksanaan kegiatan. Pengawasan APBDesa sangat diperlukan guna
menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan

rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan-undangan yang
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berlaku. Sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif dan berkala,
maka penyimpangan dalam pelaksanaan APBDes dapat diminimalis

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab | Ketentuan Umum menyebutkan
bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa, terdiri atas:
2.2.3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu

dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa

b. Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian
umum, jaringan irigasi.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah
membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

d. Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil
pungutan desa.

2. Transfer
a. Dana Desa
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
c. Alokasi Dana Desa (ADD);
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dane) Bantuan Keuangan

APBD Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan Lain-Lain

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.2.3.2 Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
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Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai
penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai
Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan
tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD
yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang
Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara
lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d)
pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa
perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat;
(i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (I)
honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n)
operasional BPD; (0) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p)
pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat

c. Belanja modal.
Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka
pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

5. Belanja Tak Terduga.
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2.2.3.3 Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan
1.Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.  SilPA  sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan

pembiayaan yang digunakan untuk:

a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja;

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan

c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun

anggaran belum diselesaikan.
2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana CadanganPencairan dana cadangan digunakan untuk
menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke

rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan..
3. Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk

menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan

desa paling sedikit memuat: (a) Penetapan tujuan pembentukan dana

27



cadangan; (b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan; (c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan; (d) Sumber dana cadangan; dan (e¢) Tahun anggaran

pelaksanaan dana cadangan.
2. Penyertaan Modal Desa
2.2.4 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana
Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota
untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.Alokasi dana desa (ADD) juga
mempunyai tujuan yaitu: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan, b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, c¢) Meningkatkan pembangunan
infrastuktur perdesaan, d) Meningkatkan pengamalan nilainilai keagamaan, sosial
budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, e) Meningkatkan
ketentraman dan Kketertiban masyarakat, f) Meningkatkan pelayanan pada
masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat, g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat, h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui
badan usaha milik desa (BUMDesa).

Adapun tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah desa harus disertai dengan pembiyaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia, maka dari itu harus ada anggaran sebagai modal
pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa
(ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana lanjutan dari program desa sejak
tahun 1969 vyang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres
pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian
dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012:80).Maka dari itu pemerintah
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kabupaten harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk
mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik, Pemerintah
Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan Permendagri Nomor 113

tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang
APBDesa.

b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dievaluasi, direncanakan,
dilaksanakan, dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur

masyarakat Desa.

c. Pengelolaan keuangan harus mempunyai prinsip hemat, terarah, mempunyai

dampak terhadap masyarakat, terukur dan terkendali.

d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh
Pemerintah Desa dengan Surat Keterangan Kepala Desa, tim ini di sebut dengan
tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tim pengelola ADD terdiri
dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab
Operasional Kegiatan (POK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh

organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk
penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dan 70% digunakan
untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah

Desa sebesar 30%.
a. Pembelian Alat Tulis Kantor.

b. Pembayaran rekening listrik, telepon, dan air kantor.
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c. Biaya Fotocopy, cetak dan penggadaan.

d. Biaya pemeliharaan kantor.

e. Biaya perlengkapan kantor.

f. Biaya perawatan kantor.

0. Biaya konsumsi rapat-rapat.

h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.

I. Uang kehormatan BPD.
J. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh
puluh persen) dapat digunakan antara lain:

a. Biaya perbaikan sarana public skala kecil.

b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
c. Biaya untuk penggadaan ketahanan pangan.

d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

e. Teknologi tepat guna.

f. Perbaikan Kesehatan dan Pendidikan.

0. Pengembangan sosial, budaya, dan keagamaan.

h. Biaya kegiatan bulan bhakti gotong royong.

I. Biaya kegiatan perlombaan Desa.

J. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
k. Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna, Olahraga, dsb)
l. Kegiatan Hari Besar NAsional/lslam

m. Bantuan biaya pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.
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n. Pembinaan RT dan RW

0. Dan kegiatan lain yang dianggap penting
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